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KATA PENGANTAR

Atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat
waktu. LKIP Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tahun 2025 ini merupakan wujud transparansi dan
akuntabilitas dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu di Bawaslu Kabupaten Banyuasin.

Laporan ini disusun dengan mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0233.A / BAWASLU / SJ / PR.04.02 /IX / 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal
30 September 2019.

Bawaslu Kabupaten Banyuasin membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP), mulai dari Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan
Kinerja. Melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan
pada setiap tingkatan, diharapkan kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin dapat lebih terarah dan terukur.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Kabupaten Banyuasin  Tahun 2025 ini
menggambarkan capaian kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tahun 2025 dibandingkan dengan target
yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2025 yang
selanjutnya digunakan sebagai sarana untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi dalam
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tahun 2025.
Disadari bahwa LKIP Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tahun 2025 ini masih belum sempurna, namun
diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat dan berbagai pihak terkait capaian kinerja
Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tahun 2025.

Banyuasin , 31 Maret 2026
Plt. Kepala Sekretariat

IDRIS,S.Pd.,M.Si
NIP .197805112005011007
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran dan Kondisi Umum Sekretariat Bawaslu

Kabupaten Banyuasin

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu
diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat, baik di tingkat
pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk
pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam
rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan
rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan
kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi
terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pemilu
diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan

yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga yang lahir dari semangat
reformasi dengan cita-cita mewujudkan Pemilihan Umum yang menjamin
tersalurkannya suara rakyat secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan
Adil. Badan Pengawas Pemilihan Umum dibentuk berdasarkan perintah Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Kewenangan utama
dari Badan Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta
menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu,

serta pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, serta Peraturan Bawaslu Nomor
1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bawaslu Kabupaten

Banyuasin telah mengalami pengembangan organisasi berupa perubahan Struktur
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Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Perubahan SOTK tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu
Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh seorang
Kepala Sekretariat setara Eselon II. Terlebih jajaran pengawas Pemilu di tingkat
Kabupaten/Kota, yang semula bersifat adhoc, kini ditransformasi menjadi
permanen. Bawaslu Kabupaten Banyuasin merupakan daerah yang tengah-tengah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana Kabupaten Banyuasin

menjadi daerah yang masih kuat mempertahankan adat-istiadat, budaya leluhur.

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin beralamatkan Jalan Bukit Indah
No.1 Kelurahan Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin Il Kabupaten Banyuasin.
Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin periode 2023/2028 adalah Siti Holijah,
S.Pd.l., Anggota terdiri dari; Ameredi, M.Pd.,( Koordinator Divisi Hukum,
Penyelesaian Sengketa, Data dan Informasi ).,April Yadi, S.Pd.,( Koordinator Divisi
Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat).,Muslim, S.H.(koordinator
Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat)., Raden
Zakaria, S.Pd.,( koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi)
yang terdiri atas Kecamatan sebanyak 21 serta jumlah Kelurahan/Desa sebanyak

313.
Gambar 1 - 1 Peta Wilayah Banyuasin
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Sebagai perpanjangan tangan dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu

Kabupaten Banyuasin juga melakukan pengawasan di masa non tahapan, salah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



satunya adalah pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang
dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyuasin Berdasarkan Berita Acara Nomor
39/PK.01-.2-BA/16073/2025 02 Juli

Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2025 tingkatan

tertanggal 2025 Tentang Rekapitulasi

Kabupaten Banyuasin menetapkan sebanyak 628.659 pemilih yang tersebar di

21(dua puluh satu) kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1 - 1 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua

Jumlah Jumlah Pemilih
Jumiah Desa/Kelurahan
Kecamatan L P Total
21 313 320.045 308.614 628.659

Untuk Triwulan Ketiga, berdasarkan Berita Acara Nomor 52/PK.01.2-
BA/1607/3/2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
Triwulan Ketiga Tahun 2025, KPU Bawaslu Kabupaten menetapkan sebanyak 638.414

yang tersebar di 21 (dua puluh satu) Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1 - 2 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga

Jumlah Jumlah Desal Jumlah Pemilih
Kelurahan
Kecamatan L p Total
21 313 325.042 313.372 638.414

Untuk Triwulan Keempat, berdasarkan Berita Acara Nomor 56/PK.01.2-
BA/1607/3/2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilin Berkelanjutan
Triwulan Keempat Tahun 2025, KPU Bawaslu Kabupaten menetapkan sebanyak

649.500 yang tersebar di 21 (dua puluh satu) Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1 - 3 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Keempat

Jumlah Jumlah Desa/ Jumlah Pemilih
Kecamatan Kelurahan L ) Total
21 313 330.507 318.993 649.500

Pengawasan proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini dilakukan
dalam rangka memastikan prosedur pemutakhiran sesuai dengan UU Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan aturan teknis lainnya. Selain itu,
juga memastikan KPU melakukan pemeliharaan data pemilih secara periodik, tidak

hanya menjelang tahapan Pemilu saja.
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1.2

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu
Kabupaten Banyuasin mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan,
melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada
instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP).

Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik oleh Bawaslu Kabupaten Banyuasin
dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pengawasan langsung ke KPU Kabupaten

Banyuasin dan melalui pencermatan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL),

Melalui LKIP ini, Bawaslu Kabupaten Banyuasin memberikan penjelasan
mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin selama satu tahun
anggaran 2025. Capaian kinerja (performance result) tahun 2025 tersebut diukur
melalui Perjanjian Kinerja (performance agreement) tahun 2025 sebagai tolak ukur
dan gambaran tingkat keberhasilan percapaian kinerja Bawaslu Kabupaten

Banyuasin selama 1 (satu) tahun.

SDM dan Struktur Organisasi

1.21 Sumber Daya Manusia

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35, Pasal 52 ayat (5), dan Pasal
54 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Bawaslu telah menetapkan Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan.

Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu
Kabupaten Banyuasin didukung oleh Pegawai PNS Organik, PPPK (Penuh Waktu),
dan Tenaga Alih Daya. Unsur yang berasal dari pegawai PNS vyaitu Struktural,
Fungsional dan Staf Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin, untuk

unsur PPPK terdiri dari Staf fungsional dan pelaksana sedangkan dari unsur Tenaga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Alih Daya yaitu Tenaga Pendukung.

1.2.2 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pembentukan dan Kriteria Klasifikasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Banyuasin masuk dalam klasifikasi Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Kelas A.Berikut adalah struktur organisasi Bawaslu Kabupaten

Banyuasin sesuai dengan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021.

Gambar 1 - 2 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin

; "i BAWASLL

STRUKTUR ORGAMNISAS] BADAMN PEMGAWAS PERMILIFAR LU
HKABUPATEMN BANYLIASIM
PERIODE 2023 - 2028

Jumlah keseluruhan pegawai di Bawaslu Kabupaten Banyuasin sebanyak 32
orang, terdiri atas Ketua dan Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian, PNS
Organik,PPPK,serta Tenaga Pendukung dengan pemetaan sebagai berikut:

Tabel 1 - 4 Jumlah Pegawai Bawaslu Kabupaten Banyuasin

Jabatan Jumlah.
Pegawai
Ketua dan Anggota 5 orang
Kepala Sekretariat 1 orang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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PNS 3 Orang
Kepala Subbagian 3 orang
PPPK 16 orang
Tenaga Pendukung 4 orang
Total 32 orang

1. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin
Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin berjumlah 5 (lima)
orang terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Anggota. Ketua Bawaslu
Kabupaten Banyuasin dipilih melalui rapat pleno oleh seluruh anggota Bawaslu
Kabupaten Banyuasin. Masa keanggotaan Bawaslu Kabupaten Banyuasin yaitu
5 (lima) tahun. Terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan

Bawaslu Kabupaten Banyuasin.

Berikut profil Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin.

Gambar 1 - 3 Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin

Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin melaksanakan tugas
dan wewenangnya sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas

Pemilihan Umum.

2. PIt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin dipimpin oleh Plt.Kepala

Sekretariat yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris
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yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11



Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua
Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Adapun Plt.Kepala Sekretariat mempunyai tugas
melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada
Bawaslu Kabupaten Banyuasin serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan

instansi terkait.

Gambar 1-4 Pit.Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin

3. Kepala Bagian

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin termasuk ke dalam
Sekretariat Bawaslu Kelas A, sehingga terdiri atas 4 (Empat) Kepala Bagian yang
terdiri atas:

a. Bagian Administrasi

Bagian Administrasi memiliki tugas melaksanakan urusan administrasi dan
koordinasi pelaksanaan pengawasan internal. Dalam menjalankan tugas
tersebut, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran
Bawaslu Kabupaten melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu
Kabupaten;

2. Pengelolaan keuangan;

3. Pengelolaan arsip, persuratan, rumah tangga dan perlengkapan, barang
milik negara serta keprotokolan dan keamanan dalam; dan

4. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia,ketatausahaan

pimpinan, dan pengawasan internal.

(op

. Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat

Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
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melaksanakan urusan penyiapan pencegahan pelanggaran, pengawasan
partisipatif, pengelolaan hubungan antarlembaga, akreditasi dan penguatan
pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu di Kabupaten, dan pengelolaan
data informasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bagian Pengawasan Pemilu
dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
1. ldentifikasi potensi kerawanan Pemilu di daerah Kabupaten/Kota;
2. Koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah;
3. Fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pengawasan Pemilu;
Fasilitasi pelatihan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;
Fasilitasi urusan hubungan masyarakat, pemberitaan, dan publikasi;
Pelaksanaan kerja sama dan hubungan antarlembaga di daerah
Kabupaten/Kota;
7. Akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu; Pengawasan tahapan
Pemilu;

8. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

o

. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan

Hukum

Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan
Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan penanganan pelanggaran dan
tindak pidana Pemilu, teknis persidangan pelanggaran Pemilu, penyelesaian
sengketa proses Pemilu, serta urusan hukum di Kabupaten. Dalam menjalankan
tugas tersebut, Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa
Proses, dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian
laporan dan temuan, persidangan penyelesaian pelanggaran
administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu
yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

2. Fasilitasi pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan
dugaan tindak pidana Pemilu;

3. Pemberian dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian,

penanganan tindak pidana Pemilu,

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran peraturan
perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan

sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu.
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1.3 Isu dan Problematika
Pengawasan pemilu merupakan elemen krusial dalam memastikan proses
demokrasi berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Dalam menjalankan tugas,
wewenang, dan kewajibannya, Bawaslu Kabupaten Banyuasin memiliki isu
strategis yang menjadi perhatian bersama dalam penyelenggaraan Pemilu dan
Pemilihan yang inklusif dan bermartabat. Berikut adalah beberapa di antaranya
berdasarkan dinamika terkini:

1. Tantangan Pengawasan PDPB

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan oleh Bawaslu
Kabupaten Banyuasin dilakukan melalui dua mekanisme, yakni pengawasan
langsung terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan
KPU Kabupaten Banyuasin dan melakukan Uji Petik atas penetapan Data
Pemilih Berkelanjutan yang ditetapkan KPU Kabupaten Banyuasin. Dalam
pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten Banyuasin masih menghadapi
berbagai tantangan seperti tidak diberikannya data By Name By Address
(BNBA) kepada Bawaslu di level Kecamatan, anomali data yang bersumber
dari data BPJS dan BPS, potensi Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda,
kelengkapan data untuk keperluan verifikasi pemilih, khususnya terkait Nomor
Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK), dan adanya
perlakukan tidak sama terhadap tindak lanjut saran perbaikan yang
disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota.
Tantangan tersebut menjadi potensi kerawanan dalam pelaksanaan
Pengawasan PDPB di Bawaslu Kabupaten Banyuasin yang berpotensi
mengurangi akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pemutakhiran data

pemilih.

Sebagai langkah strategis untuk meminimalisir kerawanan tersebut
Bawaslu Kabupaten Banyuasin melakukan langkah-langkah pencegahan di
antaranya memperkuat koordinasi dan komunikasi kelembagaan dengan KPU
Kabupaten Banyuasin serta instansi terkait, khususnya Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, guna mendorong keterbukaan dan kesesuaian data
kependudukan; menyampaikan saran perbaikan dan rekomendasi secara
tertulis atas temuan hasil pengawasan dan uji petik PDPB; melakukan
pengawasan melekat terhadap proses pemadanan dan sinkronisasi data

pemilih; serta meningkatkan kapasitas pengawas melalui konsolidasi internal
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dan pendalaman teknis PDPB. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Banyuasin juga
mendorong keseragaman tindak lanjut saran perbaikan di tingkat Kecamatan
sebagai upaya menjamin perlakuan yang setara, transparan, dan akuntabel

dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

. Tantangan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik

Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik oleh Bawaslu Kabupaten
Banyuasin dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pengawasan langsung ke
KPU Kabupaten Banyuasin dan melalui pencermatan Sistem Informasi Partai
Politik (SIPOL), dalam pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah catatan
dan tantangan, antara lain perbedaan standar pengisian data SIPOL oleh
masing-masing partai politik, keterbatasan akses SIPOL yang hanya dapat
diakses pada waktu tertentu, serta perbedaan menu dan fitur antara akses
Bawaslu dan KPU, atas kondisi tersebut Bawaslu Kabupaten Banyuasin
meningkatkan koordinasi dengan KPU Kabupaten Banyuasin maupun dengan
Partai Politik serta melakukan penyesuaian strategi pengawasan agar

pemutakhiran data partai politik dapat berjalan lebih optimal.

. Tantangan Pengelolaan Data dan Informasi

Untuk tantangan pengelolaan data dan informasi pada tahun 2025
adalah adanya pengembangan website utama dan PPID Unifikasi yang
terintegrasi ke Bawaslu,dan Bawaslu Kabupaten/Kota se- Indonesia. Untuk itu
perlu dilakukan penyesuaian kembali terkait tata kelola dan regulasi, struktur
informasi dan konten, teknis dan sistem seperti perbedaan platform/CMS

antara website utama dan PPID.

. Pengawasan Partisipatif yang Belum Optimal

Bawaslu Kabupaten Banyuasin telah mendorong pengawasan
partisipatif oleh masyarakat, namun implementasinya masih terhambat oleh
minimnya edukasi dan kesadaran publik. Banyak warga yang belum

memahami peran mereka sebagai pengawas informal atau cara melaporkan
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pelanggaran. Kurangnya sosialisasi yang efektif dan keterlibatan lembaga
masyarakat sipil juga menjadi kendala. Sebagai langkah strategis Bawaslu
Kabupaten Banyuasin meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan
pengawasan kepada masyarakat, penguatan kerja sama dengan organisasi
masyarakat sipil, akademisi, dan media, serta pemanfaatan media digital
sebagai sarana edukasi dan pelaporan. Upaya tersebut dilakukan untuk
meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat
dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih dan tahapan pemilu lainnya

secara berkelanjutan.

. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran pada Tahun 2025 menjadi salah satu isu strategis
yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Banyuasin pada masa non-tahapan.
Kebijakan efisiensi ini merupakan implikasi dari penyesuaian fiskal nasional
serta kebutuhan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang lebih
prudent, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dalam konteks tersebut,
Bawaslu Kabupaten Banyuasin dituntut untuk tetap menjaga
keberlangsungan fungsi dukungan administratif, teknis, dan kelembagaan
bagi Bawaslu Kabupaten Banyuasin meskipun dengan keterbatasan alokasi
anggaran. Penerapan efisiensi anggaran berdampak langsung pada
perencanaan dan pelaksanaan program kerja, khususnya kegiatan yang
bersifat penguatan kapasitas, koordinasi, serta pembinaan kelembagaan
pengawas pemilu di masa non-tahapan. Berikut pos-pos anggaran yang
mengalami efisiensi di TA 2025:

a. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran meliputi Langganan
Internet, Langganan Listrik, Langganan Telepon, Keperluan Sehari-hari
Perkantoran, Jamuan Tamu, Honorarium Operasional Satuan Kerja, serta
Biaya Pemeliharaan Gedung, Kendaraan, dan Peralatan.

b. Belanja non-Operasional berupa Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi,
Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota,
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, dan Belanja

Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.

Bawaslu Kabupaten Banyuasin melakukan penajaman skala prioritas,

optimalisasi sumber daya yang tersedia, serta penyesuaian metode
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pelaksanaan kegiatan, misalnya melalui pemanfaatan teknologi informasi,
penggabungan kegiatan sejenis, dan pengurangan belanja operasional yang
tidak berdampak langsung pada kinerja pengawasan.

Pengawasan pemilu yang efektif tidak hanya bergantung pada institusi,
tetapi juga pada kesadaran kolektif bahwa demokrasi berkualitas lahir dari
proses yang bersih dan partisipatif. Tantangan ini akan terus berkembang

seiring dinamika politik dan teknologi, sehingga adaptasi menjadi kunci utama.

1.4 Arah Kebijakan dan Strategi

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi

dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka tujuan yang

ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1.

Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif
serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;
Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat dan tepat
dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Secara garis besar terdapat 2 (dua) arah kebijakan Bawaslu sebagaimana

tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029. Arah kebijakan

dimaksud kemudian menjadi dasar bagi Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam

mengambil peran strategis, sebagai berikut:

1.

Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan

Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:

a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan
pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;

b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan
pelanggaran Pemilu;

c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa
proses Pemilu.

Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta

pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif, melalui:

a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang
adaptif;

b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar

kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
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c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan
yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.

Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel

dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang

berkualitas.

a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;

b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas

Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;

Nilai Indeks Sistem Merit;

Nilai Indeks BerAKHLAK;

Nilai Indeks Reformasi Hukum;

Opini BPK;

Nilai Indeks Pengelolaan Aset;

@ - o oo

Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;

Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
j- Nilai SAKIP Bawaslu;

k. Nilai Capaian IKU;

l.  Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;

m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR,;

0. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK; dan

p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
g. Nilai Indeks SPBE;

.ﬂ

Predikat Keterbukaan Informasi Publik; dan

s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

Sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan kepada
Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen
perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
(Bawaslu RI) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu
(Renstra Bawaslu) 2025- 2029 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan
Renstra Bawaslu 2025-2029 dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat
dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2025-2029. Ada tiga tujuan
utama Bawaslu yaitu:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif
serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;
dan

3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat dan tepat

dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Ketiga tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui empat kegiatan utama,
yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4)
koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan
faktor utama yaitu regulasi, sistem, struktur atau organisasi, kultur, personil atau
sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan kerjasama antar

lembaga.

Rencana Strategis 2025-2029

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu
yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses
pelaksanaanya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya
yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan
dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan

utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat
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fasilitasi.
211 Visi dan Misi

Mengacu pada Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana
Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, Bawaslu
memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam

penyelenggaraan Pemilu.

“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui
Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan
Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”

Demokrasi substansial ditandai dengan proses dan prosedur
pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal
secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkokoh
demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang
meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga
negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi
negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif.

Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang
Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga Pengawas
Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian
jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas
Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses
Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin dilaksanakan dalam kerangka
Pengawasan Pemilu yang berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan
Pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil Pemilu.

Integritas kelembagaan Pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan
Pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk
melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu
secara profesional, dan akuntabel.

Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih
baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi
syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan
keluhan; koreksi kekeliruan administratif, pencegahan dan penindakan
pelanggaran politik uang, netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak
lain yang diwajibkan netral dalam penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan

hoaks dalam penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat
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dalam menggunakan hak pilihnya.

Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya kemurnian hasil Pemilu
dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitung, direkapitulasi
dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih.

Demokrasi substansial menjadi syarat penting mewujudkan cita Indonesia
Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu,
berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki
peran strategis dalam memperkokoh demokrasi substansial melalui Pengawasan
Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu
yang profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu
yang prima berbasis teknologi informasi maupun kolaborasi partisipatif
Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku
kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur, dan adil.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan
dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2025-2029. Adapun Misi
Bawaslu yaitu:

Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan,
1 Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan;

Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat
2 sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang
partisipatif, jujur dan adil

Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam

menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan
dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka
Bawaslu Kabupaten Banyuasin telah menetapkan tujuan yang telah selaras
dengan Bawaslu, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu
Partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang

jujur dan adil;
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3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat dan tepat

dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang

berkualitas.

Atas tujuan di atas, Bawaslu Kabupaten Banyuasin telah menyusun sasaran

strategis tahun 2025 sebagai berikut.

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan

Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:

a.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan
pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan
pelanggaran Pemilu;

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian

sengketa proses Pemilu.

2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta

pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif, melalui:

a.

Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang
adaptif;

Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar
kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang

diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.

3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel

dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang

berkualitas, melalui:

a.

=~ @ a o

2 @

Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;

Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas
Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;

Nilai Indeks Sistem Merit;

Nilai Indeks BerAKHLAK;

Nilai Indeks Reformasi Hukum;

Opini BPK;

Nilai Indeks Pengelolaan Aset;

Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;

Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional,

Nilai SAKIP Bawaslu;
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k. Nilai Capaian IKU;
I. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;

m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);

>

Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR,;

Nilai Survei Penilaian Integritas KPK;

Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
Nilai Indeks SPBE;

Predikat Keterbukaan Informasi Publik;

= a v o

Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

»

2.2 Prioritas Nasional Tahun 2025

Dalam RKP 2025, pemerintah mencanangkan 8 (delapan) Prioritas Nasional
yang selanjutnya terdiri dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek
prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait.
Berkenaan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas Bawaslu,

sebagai berikut:

Tabel 2 - 1 Proyek Prioritas Bawaslu

Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas

Memperkokoh Ideologi Penguatan Penguatan

Pancasila, demokrasi, dan Hak | Lembaga Kelembagaan

Asasi Manusia (HAM) Demokrasi Penyelenggara Pemilu
Penguatan Penguatan Kesetaraan
Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor
Masyarakat Sipil Politik

Memperkuatreformasi politik, Reformasi Politik dan Perbaikan Manajemen

hukum, dan birokrasi, serta Tata Kelola Pemilu Penyelenggaraan

memperkuat pencegahan dan Pemilu

emberantasan korupsi, — -
garkoba, judi, dan Hps! Pgr_u_amman Hak Memlllh dan
penyelundupan Dipilih dalam Pemilu

Sejalan dengan upaya pencegahan Bawaslu dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan
‘Penguatan Lembaga Demokrasi” diarahkan untuk mewujudkan lembaga
demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi
substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas
organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan
pengawas pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah.

Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui (a) penguatan fungsi legislasi
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lembaga legislatif; dan (b) penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Serta
arah kebijakan “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil” diarahkan untuk
mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan
masyarakat, Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi
kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya
manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses
kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial
masyarakat dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil
dicapai melalui: (a) penyediaan dana abadi dan penguatan kapasitas organisasi
kemasyarakatan; dan (b) penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor

politik.

Selain itu, Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan “Reformasi
Politik dan Tata Kelola Pemilu” diarahkan untuk (a) mewujudkan partai politik yang
modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola
partai politik dan pendidikan politik; (b) mewujudkan Penyelenggaraan pemilu
yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen
penyelenggaraan pemilu; serta (c) mewujudkan penguatan jaminan hak
konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan Pelayanan publik
yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui (1)
penjaminan hak memilih dan dipilih dalam pemilu dan
(2) pelayanan Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib Kartu Tanda
Penduduk.

Area kerja utama dari pusat pendidikan pengawasan partisipatif antara lain:
1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang pengawasan
Pemilu baik secara teknis maupun pemikiran sehingga mampu melakukan
pengawasan secara mandiri;
2. Membangun kerjasama dalam pola kolaborasi dan sinergi dengan seluruh
lapisan masyarakat dan berbagai macam kelompok masyarakat;
3. Mendorong dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif dan
berperan dalam mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;
4. Membuat program pelibatan masyarakat yang disesuaikan dengan
perkembangan zaman dan berbasis teknologi yang berkelanjutan.
Terkait dengan pelaksanaan Pendataan Daftar Pemilih Berkelanjutan,
Bawaslu menitikberatkan pengawasan sebagai upaya menjamin pemenuhan hak
pilih warga negara serta menjaga kualitas data pemilih yang akurat, mutakhir, dan

komprehensif. Area kerja utama Pendataan DPT Berkelanjutan antara lain:
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2.3

1. Memastikan pemutakhiran data pemilih dilakukan secara berkala sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;
2. Mengawasi akurasi dan validitas data pemilih, termasuk pencegahan data ganda

dan pemilih tidak memenuhi syarat;

3. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan KPU, Disdukcapil, dan pemangku

kepentingan terkait;

4. Mendorong pelibatan masyarakat dalam memberikan masukan dan tanggapan

terhadap data pemilih secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin 2025

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana
Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga
dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu tahunan
melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program, dan kegiatan
tersebut dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (Performance
Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada
penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam
kegiatan tiap tahunnya.

Berikut adalah rencana kerja dalam mendukung pencapaian kinerja

Bawaslu Kabupaten Banyuasin tahun 2025:

Tabel 2 - 2 Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin 2025

INDIKATOR
NO. PROGRAM KEGIATAN
KINERJA
PENGAWASAN Jumlah laporan Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di
PENYELENGGA RAAN | pengawasan pendataan Bawaslu Kabupaten/Kota
PEMILU DALAM DPT berkelanjutan di
PROSES Bawaslu Kabupaten -
KONSOLIDASI Banyuasin pgngygtan pemahaman kepemiluan kepada
DEMOKRASI disabilitas (Kab./Kota)
Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di
Bawaslu Kabupaten Banyuasin
Jumlah laporan Layanan penanganan pelanggaran dan
pembinaan/pelaksan aan penyelesaian sengketa proses Bawaslu
penanganan dan penindakan Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Banyuasin

pelanggaran serta Penyelesaian
Sengketa Proses

DUKUNGAN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Layanan Hukum
MANAJEMEN Pelaksanaan Produk Hukum dan
Layanan Hukum Layanan Bantuan Hukum
Kualifikasi keterbukaan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
informasi publik Bawaslu
Kabupaten Layanan Data dan Informasi
Nilai Kinerja Anggaran Layanan BMN
Bawaslu Kabupaten Layanan Perkantoran

Layanan Sarana Internal

Layanan Perencanaan dan Penganggaran
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Layanan Manajemen Keuangan

Layanan Umum

Nilai hasil Evaluasi Layanan Reformasi Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Layanan Pemantauan dan Evaluasi

2.4

Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Banyuasin 2025

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis telah
ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukuran capaian kinerja yang
direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator
kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan,
sebagaimana pada tabel di bawah ini dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan
pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan Indikator Kinerja

Utama.

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja atau dapat

disebut sebagai kontrak kinerja.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Banyuasin telah mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu
Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu
Kecamatan.Adapun perjanjian kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten

Banyuasin Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 - 3 Perjanjian Kinerja Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin 2025

NO

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Persentase  fasilitasi pengawasan
pemilihan Gubernur  dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali

Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 100 %
Meningkatnya kualitas pengawasan

P t fasilitasi

penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu ersentase astitasi pengawasan
dat; DPT  berkelanjut di

Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pendataan erkelanjutan I

Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc Bawaslu Kabupaten/Kota

Persentase pembinaan/pelaksanaan

enanganan dan enindakan
P g P . 100 %
pelanggaran serta Penyelesaian

Sengketa Proses
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Persentase penyelesaian pelayanan
dukungan operasional kerja Bawaslu
Kabupaten/Kota, embayaran aji,

p. (P \% . gaj 100/%
operasional dan pemeliharaan
perkantoran, serta langganan daya dan

Jasa) yang tepat waktu

Persentase penyelesaian pelayanan
administrasi dan tugas teknis lainnya 100 %
Bawaslu Kabupaten/Kota

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran o
Bawaslu Kabupaten/Kota °

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran o
Bawaslu Kabupaten/Kota °

Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 84.774.000

2 Program Dukungan Manajemen 3.703.305.000
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AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan gambaran penilaian
tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja
kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing
indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu
Kabupaten Banyuasin Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja (Renja) Bawaslu
Kabupaten Banyuasin Tahun 2025. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran
kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam formula
Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2025.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun, Bawaslu Kabupaten
Banyuasin menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang diukur dengan 5 (Lima)
indikator kinerja sasaran strategis yang ditunjang melalui program-program strategis
Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja

Bawaslu Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 3 - 1 Capaian Sasaran Strategis 2025

CAPAIAN TAHUN
SASARAN STRATEGIS 2025
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di
Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga 100%
Pengawas Pemilu Ad-hoc
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3.2 Analisis Capaian Kinerja

Tabel 3 - 2 Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

Meningkatnya kualitas pengawasan
penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di
Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu
Kabupaten/Kota, dan Lembaga
Pengawas Pemilu Ad-hoc

Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota
tahun 2024

100%

100%

Persentase fasilitasi pengawasan pendataan
DPT berkelanjutan di Bawaslu

Kabupaten/Kota

100%

100%

Persentase pembinaan/pelaksanaan
penanganan dan penindakan pelanggaran

serta Penyelesaian Sengketa Proses

100%

100%

Persentase penyelesaian pelayanan dukungan
operasional kerja Bawaslu Kabupaten/Kota,
(pembayaran gaji, operasional dan
pemeliharaan perkantoran, serta langganan

daya dan Jasa) yang tepat waktu

100%

100%

Persentase pengelolaan administrasi
kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB,
pensiun, administrasi jabatan fungsional serta
administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat

waktu.

100%

100%

Persentase penyelesaian pelayanan
administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu
Kabupaten/Kota

100%

100%

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu

Kabupaten/Kota

90

85%

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Bawaslu Kabupaten/Kota

90

93,43%
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INDIKATOR 1

PERSENTASE FASILITASI PENGAWASAN PENDATAAN DPT BERKELANJUTAN
DI BAWASLU KABUPATEN

Indikator kinerja pertama Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tahun 2025 yaitu
Persentase Fasilitasi Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu
Kabupaten Banyuasin. Indikator kinerja tersebut ditargetkan mencapai target 100% dan
berdasarkan Laporan Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu
Kabupaten Banyuasin 2025 capaian atas indikator ini telah mencapai 100 %.

Keberhasilan Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam mencapai indikator kinerja ini
tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 yaitu
pengawasan langsung terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
merupakan instrumen fundamental dalam menjaga integritas dan akurasi data pemilih
sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Regulasi
tersebut menegaskan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan pengawasan terstruktur, sistematis,
dan berjenjang terhadap seluruh proses pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan
oleh KPU di setiap tingkatan (Pasal 2 ayat (1)). Dalam kerangka tersebut, pengawasan
langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 5 bukan hanya berfungsi sebagai
mekanisme kontrol administratif, tetapi juga sebagai instrumen verifikasi substantif untuk
memastikan bahwa proses sinkronisasi data kependudukan, pengolahan daftar pemilih,
hingga penetapan hasil rekapitulasi PDPB dilaksanakan secara akuntabel, transparan,
dan sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan.

Urgensitas pengawasan langsung pada PDPB yakni untuk memastikan terpenuhi
atau tidaknya hak pilih warga negara dalam Pemilu maupun Pemilihan. Oleh sebab itu,
Bawaslu Kabupaten Banyuasin melalui mandat yang diberikan regulasi berkewajiban
memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip good electoral governance, seperti legalitas,

partisipasi, akurasi, dan keterbukaan informasi. Pengawasan dilakukan dengan

memastikan bahwa KPU melaksanakan sinkronisasi data pemilih secara berkala
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dengan sumber data yang sah, termasuk data kependudukan, laporan masyarakat,
serta data instansi terkait; melakukan penandaan pemilih memenuhi syarat (MS) dan
tidak memenuhi syarat (TMS) sesuai kategori yang telah ditentukan; serta
menyelenggarakan rapat pleno terbuka rekapitulasi PDPB secara periodik (Pasal 5 ayat
(2) dan (4)). Dengan demikian, pengawasan langsung tidak hanya menjadi bentuk
pengawasan formal, tetapi juga mekanisme pembuktian dan penilaian kualitas proses
penyusunan data pemilih yang berimplikasi langsung terhadap legitimasi
penyelenggaraan Pemilu di tingkat daerah maupun nasional. PDPB adalah kegiatan
untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT Pemilu atau pemilihan terakhir dan
telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar
negeri. Adapun tujuan pelaksanaan PPDB antara lain adalah memelihara dan
memperbaharui DPT Pemilu dan/atau pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk
menyusun DPT pada Pemilu dan/atau pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin
kerahasiaan data serta menyediakan data dan informasi pemilih berskala nasional
mengenai data pemilih secara komprehensif, akurat dan mutakhir.
a. Melakukan audiensi sebagai Ruang Dialog dan Penjajakan Kolaborasi untuk
Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
Kegiatan audiensi menjadi salah satu instrumen strategis dalam membangun dan
memperkuat hubungan antarlembaga. Melalui audiensi, Bawaslu Kabupaten
Banyuasin membuka ruang komunikasi dua arah yang memungkinkan terjalinnya
dialog terbuka dengan berbagai pihak, mulai dari lembaga pemerintahan, institusi
pendidikan, dan lain-lain. Audiensi tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana
penyampaian tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, tetapi juga sebagai ruang
untuk mendengarkan aspirasi, memahami kebutuhan dan perspektif mitra,
memetakan potensi kerja sama yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan, serta
demi menunjang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
Pendekatan dialogis dan inklusif ini mendorong tumbuhnya kepercayaan,
memperluas jejaring pengawasan, serta memperkuat pengawasan partisipatif melalui
keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat dalam menjaga integritas
penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Audiensi dilakukan bersama lembaga mitra
untuk mendukung pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di

antaranya:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Banyuasin;

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;
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b. Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan

Rapat koordinasi ditujukan untuk membahas Persiapan Pengawasan Pemuktahiran
Daftar Pemilih Berkelanjutan termasuk menghimpun Daftar Inventarisasi Masalah
(DIM) terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025
tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan juga rapat ini membahas
teknis pelaporan pengawasan melalui aplikasi Form-A Online.

. Supervisi Persiapan Pengawasan PDPB di Bawaslu Kabupaten/Kota

Supervisi tersebut ditujukan untuk menilai sejauh mana implementasi langkah-
langkah pencegahan yang telah dilakukan dalam memastikan keakuratan dan
validitas data pemilih secara berkelanjutan. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk
memastikan bahwa koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, penyusunan
peta kerawanan, pembukaan posko pengaduan masyarakat, serta penyampaian
imbauan dan kerja sama kelembagaan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan.

. Rapat Koordinasi terkait Persiapan Pengawasan PDPB dan Tindak Lanjut SE Nomor
29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Rapat koordinasi tersebut ditujukan untuk menyamakan persepsi, strategi, dan
langkah-langkah teknis antar jajaran Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam
mengawal proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU secara
berkelanjutan. Rapat ini menjadi forum konsolidasi untuk memastikan pelaksanaan
pengawasan PDPB berjalan efektif, akuntabel, serta sesuai dengan regulasi terbaru.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut dari SE Nomor 29 Tahun 2025 yang
menekankan pentingnya penguatan metodologi pengawasan, pelibatan masyarakat,
serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses
pengawasan yang transparan dan akurat.

. Rapat Koordinasi dan Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB KPU Kabupaten Banyuasin
Triwulan Il Tahun 2025

Rapat tersebut bertujuan untuk menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data

Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Banyuasin Triwulan Il Tahun 2025.
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f. Rapat Koordinasi dan Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB KPU Kabupaten Banyuasin

Triwulan IlITahun 2025. Rapat tersebut bertujuan untuk menetapkan hasil rekapitulasi
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Banyuasin Triwulan [lI
Tahun 2025.

. Rapat Koordinasi dan Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB KPU Kabupaten Banyuasin
Triwulan IV Tahun 2025 Rapat tersebut bertujuan untuk menetapkan hasil rekapitulasi
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Banyuasin Triwulan IV
Tahun 2025.

. Pengawasan Pelaksanaan COKTAS di Bawaslu Kabupaten Banyuasin.

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten Banyuasin melakukan pengawasan
secara langsung terhadap seluruh tahapan COKTAS, sehingga Bawaslu Kabupaten
Banyuasin perlu melaksanakan monitoring dan supervisi untuk memastikan
pengawasan tersebut berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Berdasarkan monitoring yang dilakukan diperoleh beberapa
temuan seperti Kurang tertibnya masyarakat dalam hal pengurusan KTP
Elektronik khususnya bagi penyandang disabilitas, sehingga masyarakat
disabilitas tersebut tidak terdaftar sebagai pemilih,ada masyarakat yang tidak
melaporkan keluarganya yang sudah meninggal, dikarenakan tetap
mendapatkan santunan dan adanya pemilih yang pindah domisili namun belum
melakukan pengurusan administrasi sehingga proses pemutakhiran daftar
pemilih mengalami kendala.Terkait kondisi tersebut Bawaslu Kabupaten Banyuasin
menghimbau kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaporkan hasil pengawasan
pada Form A Hasil Pengawasan dan menginventarisir data pemilih tidak sesuai untuk
dijadikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota.

Rapat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan Stakeholder Rapat
koordinasi ini dilaksanakan sebagai upaya membangun sinergi dan kolaborasi lintas
lembaga dalam rangka mewujudkan data pemilih yang komprehensif, akurat, dan
mutakhir. Melalui forum ini, Bawaslu Kabupaten Banyuasin menegaskan komitmennya
untuk terus mengawal proses pemutakhiran data pemilih  secara
berkelanjutan,Sekaligus mendorong keterlibatan aktif seluruh stakeholder guna
memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat
terjamin dan terlindungi hak pilihnya pada pelaksanaan pemilu yang akan datang.
Supervisi Uji Petik Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Pelaksanaan supervisi uji petik pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB) dilakukan melalui pengambilan data secara sampling dari

tingkat kelurahan, yang mencakup kategori pemilih meninggal dunia, pindah keluar,
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pindah masuk, alih status, serta pemilih baru. Strategi pelaksanaan uji petik dilakukan
dengan melakukan pengecekan dan pencocokan data (data sanding) antara data
hasil sampling dengan data yang tercantum dalam Sistem Informasi Data Pemilih
(Sidalih) serta aplikasi Cek DPT Online (cekdptonline).

k. Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025 Bawaslu Kabupaten Banyuasin.
Berdasarkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV
Tahun 2025 Bawaslu Kabupaten Banyuasin, tercatat jumlah pemilih berkelanjutan
sebanyak 649.500 pemilih yang tersebar di 21 kecamatan dan 313 kelurahan/desa.
Dari total keseluruhan pemilih, terdapat 330.507 pemilih laki-laki dan 318.993 pemilih
perempuan. Hasil rekapitulasi ini menjadi dasar evaluasi bersama dalam rangka
menjaga akurasi, validitas, dan keberlanjutan data pemilih, serta sebagai bagian dari
upaya perlindungan hak pilih warga negara di Bawaslu Kabupaten Banyuasim

I. Melakukan evaluasi Pelaksanaan Pengawasan PDPB

Dalam pelaksanaan pengawasan PDPB di Bawaslu Banyuasin terdapat
beberapa evaluasi pelaksanaan, antara lain:
1. Fungsi Pengawasan Bawaslu: harus mampu mengawasi jalannya seluruh
tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
2. Pengawasan Administrasi Pemilihan: Ini meliputi pengawasan terhadap data
pemilih
3. Koordinasi antar Lembaga Pengawas: Dalam rangka pengawasan yang lebih
efektif, perlu dievaluasi sejauh mana koordinasi antara Bawaslu, KPU,

Kepolisian, dan kejaksaan terjalin dengan baik.

Pada Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin 2025 indikator ini
ditargetkan mencapai 100 % dan berdasarkan uraian di atas, seluruh kegiatan telah
dilaksanakan dengan maksimal, sehingga capaian atas indikator ini sebesar 100 %
Capaian atas indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2024 dikarenakan tidak
adanya target indikator ini pada Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin TA
2024.

Tabel 3 - 3 Tabel 3.3 Capaian Indikator 1

. Target 2029 (Akhir
Target 2025 Realisasi 2025 Realisasi 2024 Renstra)
100 100 - 100
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INDIKATOR 2

PERSENTASE PEMBINAAN/PELAKSANAAN PENANGANAN DAN
PENINDAKAN PELANGGARAN SERTA PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES

Indikator kinerja kedua Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tahun 2025 yaitu Jumlah
Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Serta
Penyelesaian Sengketa Proses. Indikator kinerja tersebut ditargetkan mencapai target
100%, dan berdasarkan Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan
Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses yang telah dilaksanakan
sepanjang 2025, capaian atas indikator ini telah mencapai 100%.

Keberhasilan Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam mencapai indikator kinerja ini
tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025
diantaranya:

1. Melakukan Pembinaan/ Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran dengan:
a. Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan 2024

Bawaslu Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan pengelolaan Barang Dugaan
Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. Di tahun 2025, telah dilakukan
ada pengembalian barang bukti kepada pelopor berupa amplop berisi uang 50
ribu sebanyak 80 lembar amplop yang dituangkan dalam Berita Acara
Pengeluaran Barang dengan ditandatangani oleh para pihak yang menyerahkan
barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

b. Melakukan Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja non tahapan Divisi
Penanganan Pelanggaran tahun 2025
Bawaslu Kabupaten Banyuasin menyelenggarakan rapat secara daring melalui
zoom meeting terkait Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja non tahapan
Divisi Penanganan Pelanggaran tahun 2025. Tujuan dari diselenggarakannya
rapat ini adalah untuk memetakan rancangan program divisi penanganan
pelanggaran yaitu diskusi dan kajian pembahasan kasus terkait pelanggaran
tindak pidana pada tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati.

c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota

d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan

kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
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e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang

terdiri atas:

1.
2.
3.

putusan DKPP;

putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/
Kota;

keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak
yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di

dalam Undang-Undang ini;

f. Mengelola ,memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penelusurannya

berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah

kabupaten/kota

h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan melaksanakan

tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Melakukan Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/ Pemilihan

dengan:

a. ldentifikasi Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tidak Terjadi Sengketa

yang dilakukan yakni:

1)Bawaslu Kabupaten Banyuasin telah menjalin Komunikasi yang baik
dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin guna
melaksanakan tugas pengawasan melalui proses pencegahan
kepada KPU Kabupaten Banyuasin disetiap Tahapan Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali
Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

2)Bawaslu Kabupaten Banyuasin juga memberikan Imbauan kepada
Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten Banyuasin, untuk
melaksanakan setiap Tahapan Pencalonan lebih teliti guna tidak
terjadinya Sengketa Proses Pemilihan.

3)Menyampaikan Perbaikan Secara Lisan Kepada Tim Petugas Penelitian
Persyaratan Adminitrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Banyuasin.

4)Bawaslu Kabupaten Banyuasin Mengeluarkan Imbauan Pencalonan
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Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Pasca Putusan MK
Nomor : 216/PM.00.02/K.SS-01/08/2024 pada tanggal 26 Agustus
Tahun 2024.

5)Bawaslu Kabupaten Banyuasin Mengeluarkan Imbauan dalam
rangka menjalankan dan melaksanaan Pencegahan Penanganan
Pelanggaran Serta Sengketa Proses Penetapan Pasangan Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin, pada
Pemilihan Tahun 2024, Nomor : 262/PM.00.02/K.SS-01/09/2024
tanggal 21 September Tahun 2024.

6)Bawaslu Kabupaten Banyuasin juga melaksanakan Proses
Pengawasan Melekat Setiap Tahapan yang berpotensi terjadinya
Sengketa Proses Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

b. Peran Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam Pencegahan terjadinya

Sengketa
Ketentuan dalam UU Pemilihan menentukan bahwa “Bawaslu
Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di
wilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses pemilihan”. Dalam
melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota
bertugas:
1) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan di
wilayah kabupaten/kota
2) Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian
sengketa proses Pemilihan di wilayah kabupaten/kota
3) Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah
kabupaten/kota
4) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilihan di wilayah
kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaiakan sengketa
proses Pemilihan dan
5)Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilihan di wilayah
Kabupaten/Kota.
. Program dan kegiatan penyelesaian Sengketa yang telah dilaksanakan selama
Tahun 2023.
Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya

Manusia di internal telah melaksanakan program dan kegiatan yang
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diselenggarakan ditingkat Kabupaten serta mengikuti kegiatan yang
diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi
Sumatera Selatan diantaranya sebagai berikut :
1)Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Dalam
Menghadapi Pemilihan Tahun 2024 di Harper Hotel Palembang,
Pada Tanggal 27 — 29 Juni 2024
2)Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 di Wyndham Hotel Surabaya Pada tanggal 30
Juni 2024 sampai dengan 2 Juli Tahun 2024
3)Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 di Hotel Rid’s
Kota Palembang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2024
4)Kegiatan Rapat Kerja Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota
Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 21 — 23 Oktober 2024
5)Kegiatan Rapat Persiapan Bawaslu dalam Menghadapi Perselisihan Hasil
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera
Selatan pada tanggal 16 Desember 2024
6)Kegiatan Rapat Pembahasan Perkembangan Bahan Awal Keterangan
Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di
Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 17-18 Desember
2024.
3. Melakukan Pelaksanaan Pengawasan Pencalonan DPR, DPD, DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten Kota pada pemilihan umum serentak tahun 2024
a. Pelaksanaan Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD,DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu Serentak Tahun 2024
1) Kerawanan-Kerawanan dan IKP

2) Perencanaan Pengawasan

b. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu Serentak Tahun 2024:
1) Pencegahan

2) Aktivitas Pengawasan
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c. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu Serentak Tahun 2024
1) Hasil Pengawasan Lainya dan Temuan
2) Rekomendasi / Saran Perbaikan secara tertulis Hasil Pengawasan:
1. Jumlah Saran Perbaikan yang dkeluarkan di tingkat Kabupaten/Kota dan
Kecamatan;
2. Jumlah Saran Perbaikan yang ditindaklanjuti baik di tingkat Kabupaten/Kota
dan Kecamatan;
3. Jumlah Saran Perbaikan yang tidak ditindaklanjuti baik di tingkat
Kabupaten/Kota dan Kecamatan
3) Tindaklanjut Rekomendasi:
1. Tindak Lanjut Atas Saran Perbaikan yang ditindaklanjuti oleh jajaran KPU
Kabupaten/Kota;
2. Tindak Lanjut atas Saran Perbaikan yang tidak ditindaklanjuti oleh jajaran
KPU Kabupaten/Kota
c. Dinamika dan Permasalahan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu Serentak Tahun
2024
d. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu Serentak Tahun 2024.
Pada Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin TA 2025 indikator ini
ditargetkan mencapai 100% dan berdasarkan uraian di atas, seluruh kegiatan
telah dilaksanakan dengan maksimal, sehingga capaian atas indikator ini sebesar
100 %. Capaian atas indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2024
dikarenakan tidak adanya target indikator ini pada Perjanjian Kinerja Bawaslu

Kabupaten Banyuasin.

Tabel 3 - 4 Capaian Indikator 2

C Target 2029 (Akhir
Target 2025 Realisasi 2025 Realisasi 2024 Renstra)
100 100 - 100
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INDIKATOR 3

PERSENTASE PENYELESAIAN PELAYANAN DUKUNGAN OPERASIONAL
KERJA BAWASLU KABUPATEN/KOTA, (PEMBAYARAN GAJI, OPERASIONAL
DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN, SERTA LANGGANAN DAYA DAN JASA)
YANG TEPAT WAKTU

Indikator kinerja ketiga bagi Plt.Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin
yaitu persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi,
Kabupaten/Kota (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, Serta
Langganan Daya Dan Jasa) yang tepat waktu. Indikator kinerja tersebut ditargetkan
mencapai target 100%, dan berdasarkan data penyelesaian layanan dukungan
operasional Bawaslu Kabupaten Banyuasin yang telah dilaksanakan sepanjang 2025
capaian atas indikator ini telah mencapai 100%.

Keberhasilan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam mencapai indikator
kinerja ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025
diantaranya:

1. Pembayaran Uang Kehormatan bagi Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
tahun 2025 yang dibayarkan secara tepat waktu

2. Pembayaran Gaji PNS dan PPPK yang dibayarkan secara tepat waktu;

3. Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi PNS dan PPPK yang dibayarkan secara
tepat waktu;

4. Pembayaran Honorarium bagi PPNPN yang dibayarkan secara tepat waktu;

5. Pembayaran jasa alihdaya yang dibayarkan secara tepat waktu;

6. Penyediaan langganan daya dan jasa sesuai kebutuhan, meliputi Langganan
Listrik, Langganan Internet, Langganan Telepon, dan Langganan Lisensi Aplikasi
Video Conference;

7. Penyediaan kebutuhan operasional dan pemeliharaan perkantoranl lainnya sesuai
dengan kebutuhan meliputi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor,
Pemeliharaan Gedung Kantor, Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Pemeliharaan
Inventaris Kantor, dsb.
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Pada Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin TA 2025
indikator ini ditargetkan mencapai 100% dan berdasarkan uraian di atas, seluruh kegiatan
penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu  Kabupaten/Kota
(Pembayaran Gaiji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, Serta Langganan Daya
Dan Jasa) telah dilaksanakan dengan maksimal, sehingga capaian atas indikator ini

sebesar 100%. Di tahun 2024, capaian atas indikator ini juga mencapai 100%.

Tabel 3 - 5 Capaian Indikator 3

. Target 2029 (Akhir
Target 2025 Realisasi 2025 Realisasi 2024 Renstra)
100 100 . 100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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INDIKATOR 4

PERSENTASE PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN (USUL
KENAIKAN PANGKAT, KGB, PENSIUN, ADMINISTRASI JABATAN
FUNGSIONAL SERTA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN LAINNYA) YANG
TEPAT WAKTU.

Indikator kinerja keempat bagi Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin
yaitu persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB,
pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang
tepat waktu. Indikator kinerja tersebut ditargetkan mencapai target 100%, dan
berdasarkan data pengelolaan administrasi kepegawaian di Bawaslu Kabupaten
Banyuasin yang telah dilaksanakan sepanjang 2025 capaian atas indikator ini telah
mencapai 100%.

Keberhasilan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam mencapai
indikator kinerja ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sepanjang
tahun 2025 diantaranya:

1. Pembinaan, dan Pengelolaan Ketatausahaan Kearsipan
Sistem pengelolaan arsip memiliki peranan penting dalam sumber informasi dan
media dokumentasi. Sebagai sumber informasi, arsip merupakan bahan/data untuk
pengambilan suatu keputusan secara tepat, sehingga arsip dapat dikatakan suatu
sistem satu sama lain yang saling berkaitan secara utuh, karena arsip dapat
menunjang suatu program kegiatan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun
pengendalian tugas organisasi. Untuk menangani arsip dengan baik, maka diperlukan
suatu sistem pengelolaan arsip yang baik meliputi penciptaan, penyimpanan,
pemeliharaan, penyusutan dan pemusnahan arsip. Sistem pengelolaan persuratan
dan kearsipan telah diakomodir melalui aplikasi SRIKANDI versi 3 sebagai langkah
tertib administrasi pemerintah. Berdasarkan pelaksanaan pembinaan kearsipan
terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembinaan ini
merupakan langkah strategis dalam meningkatkan tata kelola kearsipan yang tertib,
sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pembinaan telah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada jajaran Bawaslu
Kabupaten/Kota mengenai pentingnya pengelolaan arsip sebagai bagian dari

akuntabilitas kelembagaan dan dukungan terhadap kinerja organisasi.
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Hasil pembinaan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan komitmen satuan
kerja dalam melaksanakan pengelolaan arsip dinamis, penataan arsip aktif dan inaktif,
serta penerapan klasifikasi arsip dan jadwal retensi arsip. Meskipun demikian, masih

ditemukan

beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia kearsipan, sarana dan
prasarana pendukung, serta belum optimalnya penerapan standar pengelolaan arsip
di seluruh satuan kerja. Oleh karena itu, pembinaan kearsipan perlu dilakukan secara
berkelanjutan dan terencana, disertai dengan penguatan koordinasi, peningkatan
kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan dan fasilitas yang
memadai. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan kearsipan di lingkungan
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin dapat berjalan lebih optimal, mendukung
transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme kelembagaan Bawaslu.

. Fasilitasi Pengusulan dan Pelantikan Jabatan PNS

Pelaksanaan fasilitasi pengusulan dan pelantikan jabatan PNS di lingkungan Bawaslu
Kabupaten telah berjalan dengan baik. Sehubungan dengan adanya kekosongan
jabatan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin telah mengajukan usulan PIt.
Kasubag Administrasi sehingga kinerja tiap subbagian di Bawaslu Kab/Kota tetap
berjalan dengan maksimal. Pada Juli 2025, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin
telah mengirimkan usulan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di
lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam rangka pengisian
kekosongan jabatan struktural dan optimalisasi dukungan Kesekretariatan. Pada
bulan 22 Agustus 2025. Selanjutnya mereka dilantik menjadi pejabat fungsional di
lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin.

Dalam rangka mengembangkan kompetensi manajerial dan kepemimpinan Pejabat
Administrasi di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Banyuasin terdapat beberapa Pejabat
Pengawas Bawaslu Kabupaten Banyuasin yang mengikuti Pendidikan Pelatihan

Pengawas (PKP) terpilih secara luring.

. Pengusulan Kenaikan Gaiji Berkala

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji
Istimewa bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, telah diusulkan kenaikan
gaji berkala bagi 3 (tiga) PPPK yang dilantik pada tahun 2023 dan 2024 di lingkungan
Bawaslu Kab Banyuasin. Usulan kenaikan gaji berkala tersebut dibuat dan dikirimkan
pada bulan Februari 2025.

4. Pengisian Bukti Dukung dan Evaluasi E-Kinerja
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Sehubungan dengan arahan dari Bawaslu Rl terkait dilaksanakannya penyusunan dan
pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) rutin setiap triwulan sekali, perihal
Penyusunan dan Penilaian Kinerja Pegawai Triwulan Ill Tahun 2025 telah dibuat dan
dikirimkan kepada Kepala Bagian di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Kepala
Sekretariat di lingkungan Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Bawaslu Kabupaten
Banyuasin telah menyusun dan mengirimkan surat Laporan Penyusunan SKP ASN
Triwulan IV dan Final Tahun 2025 kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu pada tanggal
13 Januari 2026. Pegawai ASN di lingkungan Bawaslu Kabupaten Banyuasin sejumlah
23 orang telah selesai melakukan penyusunan, penilaian, dan pengumpulan SKP
melalui aplikasi E-Kinerja pada Periode Penilaian Triwulan I, II, 11l, dan IV serta Periode
Final Tahun 2025.

. Fasilitasi Pelantikan dan Orientasi CPNS dan PPPK

Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bawaslu Kabupaten Banyuasin yang
berjumlah 3 orang, yang terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025 mengikuti pemanggilan
CPNS pada awal bulan Juni 2025. CPNS langsung melaksanakan tugas seharl-hari
menyesuaikan di unit kerja masing-masing dan mengikuti orientasi serta mengikuti
Pelatihan Dasar CPNS Bawaslu. CPNS Bawaslu mengikuti Pelatihan Dasar dengan
terbagi dalam beberapa gelombang. CPNS mengikuti Pelatihan Dasar CPNS selama
3(tiga) bulan secara full daring. CPNS mengikuti tahap akhir seminar rancangan

aktualisasi pada bulan oktober- Desember 2025 dan dinyatakan lulus.
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Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Tahap Il Tahun 2025 dilaksanakan pada Tanggal 1 Juli 2025 bertempat di
Bawaslu Sumatera Selatan Peserta pelantikan tersebut terdiri dari 10 orang PPPK

Bawaslu Kabupaten Banyuasin yang lulus di tahap Il Tahun 2025 .

Pada Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin TA 2025
indikator ini ditargetkan mencapai 100% dan berdasarkan uraian di atas, seluruh kegiatan
Pengelolaan administrasi kepegawaian telah dilaksanakan dengan maksimal, sehingga
capaian atas indikator ini sebesar 100%. Di tahun 2024, capaian atas indikator kinerja ini

juga mencapai 100%

Tabel 3 - 6 Capaian Indikator 4

. Realisasi Target 2029
Target 2025 Realisasi 2025 2024 (Akhir Renstra)
100 100 - 100
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INDIKATOR 5

PERSENTASE PENYELESAIAN PELAYANAN ADMINISTRASI DAN TUGAS
TEKNIS LAINNYA BAWASLU KABUPATEN

Indikator kinerja kelima bagi Plt.Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin

Tahun 2025 yaitu Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis

lainnya Bawaslu Kabupaten. Indikator kinerja tersebut ditargetkan mencapai target 100%

pada tahun 2025. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025,

capaian atas indikator ini telah mencapai 100%.

Keberhasilan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam mencapai indikator

kinerja ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025

diantaranya:

1. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu

a.

Membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat atau komunitas yang hingga
saat ini masih aktif;

. Pelibatan masyarakat dalam program kehumasan seperti:

1) Aktivitas Publikasi di Media Sosial (Instagram);

2) Publikasi melalui kanal Youtube;

Layanan audiensi bagi kelompok masyarakat yang ingin melakukan konsultasi
atau ingin menjalin relasi kerjasama kemitraan dengan Bawaslu Kabupaten
Banyuasin

. Program podcast;

. Pengelolaan hubungan dengan Media meliputi media massa (online, cetak, TV,

dan radio)

2. Layanan Data dan Informasi

Capaian kinerja atas target indikator Bawaslu Kabupaten Banyuasin sebagai Badan

Publik, dalam pelaksanaan dan kepatuhan dalam layanan keterbukaan informasi

p

ublik, raihan sebagai lembaga Menuju informatif dalam kategori lembaga non-

struktural (LNS), pada tahun 2025 Bawaslu masih bisa memenuhi target yang telah

d

itetapkan dengan memperoleh predikat “MENUJU INFORMATIF” dari Komisi

Informasi Provinsi Sumatera Selatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Pada hasil Monev Tahun 2025 ini Bawaslu Kabupaten Banyuasin mendapatkan
predikat “MENUJU INFORMATIF” sesuai pada lampiran Keputusan Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Selatan Nomor 004/MONEV/KI.PROV.SUMSEL/XII/2025 tentang
Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2025.

. Layanan Hukum

a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai

ketentuan, yang dilakukan dengan kegiatan antara lain:

1. Melakukan Monitoring serta Evaluasi Penyusunan Laporan Akhir Divisi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Bahwa berdasarkan Pasal
108 Ayat (3) Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan
Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota menyusun laporan yang terdiri atas: a. laporan akhir kinerja; b.
laporan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban; dan c. laporan akhir masa
jabatan. Pada tahun 2025 memastikan jajaran pengawas pemilu di Bawaslu
Kabupaten Banyuasin menjalankan tugas serta kewajibannya baik dalam
penyusunan laporan akhir divisi maupun laporan tahapan, selanjutnya Bawaslu
Kabupaten Banyuasin melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan ke
Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Harapannya laporan tersebut dapat dilaporkan dan
dikirimkan secara berjenjang sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi,

Kabupaten/Kota dalam melaksanakan ketugasannya.

. Bawaslu Kabupaten Banyuasin Melakukan Evaluasi Pengelolaan JDIH Bawaslu
Kabupaten Banyuasin Tahun 2025. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk
mengevaluasi sejauh mana Bawaslu Kabupaten Banyuasin telah melakukan
pengelolaan JDIH baik dari segi pengadaan sarana dan prasarana, penataan
dokumen hukum hingga kegiatan promosi yang sudah dilakukan. Selain itu juga
dilakukan peningkatan kapasitas kepada tim pengelola JDIH Bawaslu
Kabupaten/Kota yang baru bergabung baik CPNS maupun PPPK agar dapat segera
melakukan adaptasi atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai Operator JDIH
sebagaimana tertuang dalam SE Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Pengelolaan JDIH Bawaslu dan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang JDIH
Bawaslu serta teknis pengelolaannya bawaslu kabupaten banyuasin adalah sebagai
berikut:

a. Kesesuaian Penginputan Dokumen Hukum dengan Standar Pengelolaan JDIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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:Tim pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam melakukan tugas
penginputan atau pengunggahan produk hukum berpedoman berdasarkan
pasal 4 ayat 3 yang menyebutkan bahwa dokumen dan informasi hukum
Bawaslu Kabupaten diantaranya terdiri atas:
1) Putusan penanganan pelanggaran administrasi pemilu
2) Putusan penyelesaian sengketa
3) Surat keputusan
4) Surat edaran
5) Nota kesepahaman
6) Perjanjian kerja sama
7) Kajian hukum
8) Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban di Bawaslu Kabupaten
Banyuasin. Adapun kesesuaian penginputan tersebut belum dapat
dilihat pada dokumen dan informasi hukum yang terunggah di laman
JDIH Bawaslu

Gambar 3.1Kesesuaian Penginputan Dokumen Hukum dengan Standar JDIH

b.Kesesuaian dokumen yang diunggah sesuai dengan dokumen fisik.
Dalam hal pemenuhan dokumen yang diunggah sebagaimana point 2 di sini
kami memberikan sample produk hukum yang kami unggah. Hal ini juga sudah
kami buktikan ketika TIM JDIH Bawaslu RI dan TIM BPHN Kemenkumham
datang ke Bawaslu Provinsi untuk mengaudit kesesuaian produk hukum yang
diupload dengan bukti fisik. Yaitu sebagai berikut

Gambar 3.2 Kesesuaian Dokumen yang diunggah sesuai dengan dokumen fisik
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c.Abstrak Produk Hukum yang diunggah
Berdasarkan arahan Pusat JDIH bahwa pengelolaan JDIH disertakan
dengan penulisan abstrak pada produk hukum yang materi muatannya cukup
banyak sehingga perlu dibuat abstrak, maka Tim Pengelola JDIH Bawaslu
Kabupaten Banyuasin telah membuat setiap dokumen yang diunggah
kedalam Laman JDIH Bawaslu untuk dibuatkan Abtstrak agar
mempermudah pengunjung laman memahami isi di dalam dokumen yang
diunggah di Laman JDIH Bawaslu, serta kami menyampaikan salah satu
contoh Abstrak yang di unggah oleh tim pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten

Banyuasin :
Gambar 3.3 Abstrak Produk Hukum yang diunggah
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Pada Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin TA 2025 indikator
ini ditargetkan mencapai 100% dan berdasarkan uraian di atas, seluruh kegiatan telah
dilaksanakan dengan maksimal, sehingga capaian atas indikator ini sebesar 100%.
Capaian atas indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2024 dikarenakan tidak
adanya target indikator ini pada Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin TA
2024.

Tabel 3 - 7 Capaian Indikator 5

. . Target 2029 (Akhir
Target 2025 Realisasi 2025 Realisasi 2024 Renstra)
100 100 - 100
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INDIKATOR 6

NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN BAWASLU KABUPATEN
BANYUASIN

Indikator kinerja keenam bagi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin yaitu Nilai
Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan Perjanjian
Kinerja PltKepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin, indikator kinerja ini
ditargetkan mencapai nilai 85 pada tahun 2025. Berdasarkan data pada Aplikasi Monev
Kemenkeu, Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin pada tahun 2025

berhasil memperoleh Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran senilai 85.

T roca i A PO

Thdak fda Toe Do List LRSS
o N =
Gambar 3.4

Screenshot Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada Aplikasi Monev Kemenkeu

Komponen penilaian meliputi 2 (dua) faktor yaitu Efektivitas dan Efiensi. Efektivitas
dinilai berdasarkan Capaian Rincian Output, sedangkan Efisiensi dinilai berdasarkan
Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK), dan Efisiensi SBK.

Keberhasilan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam mencapai target
kinerja ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025
diantaranya:

1. Pelaksanaan monitoring capaian output
Capaian output merupakan target keluaran yang menjadi ukuran hasil kerja nyata
(barang atau jasa) yang diproduksi oleh suatu Satuan Kerja (Satker) atau instansi
pemerintah dari penggunaan anggaran yang dialokasikan. Dalam rangka
meningkatkan efektivitas capaian output tahun 2025, Sekretariat Bawaslu Kabupaten

Banyuasin rutin melakukan monitoring capaian output setiap bulannya. Capaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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output didorong untuk dapat dihasilkan selaras dengan penggunaan anggaran di
setiap bulannya.

. Penggunaan Standar Biaya Keluaran dalam proses penganggaran

Standar Biaya Keluaran (SBK) adalah indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1
(satu) volume keluaran. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam menyusun
anggaran TA 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
92 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025.

Adapun Rincian Output (RO) yang diatur dalam PMK tersebut pada DIPA Satker
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin meliputi:

Layanan Reformasi Kinerija;

Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu;

Layanan BMN;

Layanan Perencanaan dan Penganggaran;

Layanan Pemantauan dan Evaluasi;

-~ 0 o 0 T p

Layanan Manajemen Keuangan;

g. Layanan Bantuan Hukum; dan

h. Layanan Manajemen SDM.

. Pelibatan Pimpinan dan seluruh pegawai dalam proses penyusunan usulan
anggaran Usulan anggaran TA 2025 disusun berdasarkan kebutuhan riil sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing divisi. Hal ini dibuktikan dengan
pelibatan Pimpinan dan seluruh staf dalam proses penyusunan anggaran.
Pelibatan difokuskan pada rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun
2025 sesuai dengan Rincian Output (RO) yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan
untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan lembaga dan efisiensi dalam
penggunaan sumber daya.

. Penyusunan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tahun 2025 disusun mulai
dari Ketua, Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, sampai dengan Subkoordinator. Hal ini
dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pegawai terhadap target kinerja yang harus
dicapai selama 1 tahun demi tercapainya tujuan lembaga secara kolektif. Selain itu,

hal ini dilakukan untuk menetapkan PIC dari setiap target kinerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Subkoordinator diturunkan menjadi uraian tugas yang menjadi dasar dalam
penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai.
5. Penyusunan Matriks Rencana Aksi dan Monitoring Rencana Aksi
Pasca penandatanganan Perjanjian Kinerja, Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Banyuasin menyusun Matriks Rencana Aksi yang memuat target pelaksanaan
kegiatan secara triwulanan. Untuk memastikan rencana aksi tersebut telaksana sesuai
jadwal, disusun juga monitoring rencana aksi melalui Matriks Evaluasi Rencana Aksi
yang memuat capaian realisasi anggaran dan capaian output setiap triwulan.
Pada Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin TA 2025
indikator ini ditargetkan mencapai nilai 80/90/100 dan berdasarkan Nilai Kinerja Anggaran
Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tahun 2025 pada Aplikasi Monev
Kemenkeu sebesar 85, maka capaian atas indikator ini sebesar 85%. Capaian atas
indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024, karena pada Perjanjian
Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 tidak ada indikator

kinerja tersebut.

Tabel 3.8 Capaian Indikator 6

. C Target 2029 (Akhir
Target 2025 Realisasi 2025 Realisasi 2024 e
80/90/100 85 - 100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



INDIKATOR 7

INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BAWASLU PROVINSI

Indikator kinerja ketujuh bagi Plt.Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin
Tahun 2025 yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Kabupaten
Banyuasin Indikator kinerja tersebut ditargetkan mencapai nilai 96,33 pada tahun 2025.
Berdasarkan data pada Aplikasi Monev Kemenkeu, Satker Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Banyuasin pada tahun 2025 berhasil memperoleh Nilai Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran senilai 93,43

Gambar 3.5
Screenshot Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Aplikasi Monev
Kemenkeu
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Komponen penilaian meliputi 3 (tiga) faktor yaitu:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran dihitung berdasarkan Revisi DIPA yang dilakukan,
dan Deviasi Halaman IlI DIPA yaitu deviasi antaran Rencana Penarikan Dana dengan
realisasi penggunaan dana secara triwulanan;

2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran dihitung berdasarkan nilai penyerapan anggaran,
belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, dan pengelolaan UP dan TUP; dan

3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dihitung berdasarkan capaian output yang
dihasilkan.

Keberhasilan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam mencapai target

kinerja ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025

diantaranya:

1. Pelaksanaan revisi DIPA dengan memperhatikan batas maksimum dan batas waktu
pelaksanaan revisi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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2. Penghitungan Rencana Penarikan Dana sesuai dengan kebutuhan penggunaan
selama 3 bulan ke depan;

3. Monitoring penyerapan anggaran secara berkala untuk mengoptimalkan sisa
anggaran yang tersedia;

4. Pelaksanaan belanja kontraktual dengan memperhatikan kualitas dan ketepatan
waktu pelaksanaan kontrak;

5. Meningkatkan kecepatan dalam penyelesaian pembayaran tagihan;

6. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara
tepat dan efisien;

7. Pengelolaan capaian output yang memadai melalui monitoring dan pelaporan
secara berkala.

Pada Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten BanyuasinTA 2025
indikator ini ditargetkan mencapai nilai 90 dan berdasarkan nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Bawaslu Kabupaten BanyuasinTahun 2025
pada Aplikasi Monev Kemenkeu senilai 93,43 maka nilai capaian atas indikator ini
sebesar 93,43%.

Tabel 3.9 Capaian Indikator 7

Target 2025 Realisasi 2025 Target 2025 (Akhir

Realisasi 2024 Renstra)

90 93,43 - 93,43
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3.3 Akuntabilitas Keuangan
Di tahun 2025, realisasi anggaran Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Banyuasin berdasarkan sumber data realisasi OMSPAN Kemenkeu sampai
dengan akhir tahun 2025 sebesar 85.40% dengan capaian sebesar 93.43% dari
target realisasi sebesar 100% berdasarkan target penyerapan anggaran pada
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA 2025.

Tabel 3 - 8 Realisasi Anggaran Ta 2025

KETERANGAN TARGET | REALISASI CAPAIAN
(%) (%) (%)
Penyerapan Anggaran TA 2025 100 85,40 93,43

Mengacu pada Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin

Tahun 2025, berikut adalah capaian realisasi anggaran per sasaran:

Tabel 3 - 9 Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran

Sasaran Strategis Anggaran Realisasi %

Meningkatnya kualitas pengawasan 3.792.210.000 3.238.374.479 85.40%
penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu
Provinsi. Bawaslu Kab/Kota dan Lembaga
Pengawas Pemilu Ad-hoc

Total 3.792.210.000 3.238.374.479 85.40%

Alokasi pagu tahun anggaran 2025 sebesar Rp3.792.210.000 merupakan pagu
anggaran untuk Bawaslu Kabupaten Banyuasin. Pagu tersebut terbagi ke dalam 2

(dua) program, yaitu:
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program ini diperuntukan untuk Sasaran 1 dan 2, guna mendukung

pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
2. Dukungan Manajemen

Program ini diperuntukan untuk sasaran 3 sampai dengan 5, guna
memberikan dukungan operasional dalam pelaksanaan pengawasan

penyelenggaraan Pemilu.

Realisasi anggaran per jenis belanja Tahun Anggaran 2025 dibandingkan

dengan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
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Tabel 3 - 10 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja TA 2024 dan 2025

Sumber: OMSPAN Kemenkeu 2025

Dapat dilihat pada tabel, realisasi anggaran TA 2025 sebesar 85% mengalami
peningkatan sebesar 50,43% jika dibandingkan dengan TA 2024 sebesar 50,43%.

Jika rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 100% dibandingkan

dengan capaian kinerja anggaran sebesar 85% menunjukan adanya efisiensi sebesar

15%.

Khusus kegiatan Prioritas Nasional 2025, realisasi anggaran yang terserap

sebesar Rp18.287.400 dari alokasi pagu sebesar Rp20.293.000 dengan persentase

realisasi anggaran sebesar 90,12%.

Tabel 3 - 11 Realisasi Anggaran Kegiatan Prioritas Nasional TA 2025

PROGRAM

Program
Penyelenggaraan

KEGIATAN

BAH.Pelayanan Publik Lainnya

BIC.Pengawasan dan
Pengendalian Lembaga

ANGGARAN

PAGU

9.113.000

REALISASI

CAPAIAN
%

96,46%
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Demokrasi

Pemilu dalam Proses| 7014 | Pengawasan Pendapatan 11.180.000 9.327.200 83,42
Konsolidasi

DPT Berkelanjutan

Total 20.293.000 18.287.400 90,12%

Sumber: OMSPAN Kemenkeu 2025

Pada Tahun 2025 DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin

adapun rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut:

Tabel 3 - 12 Rincian Anggaran dan Realisasi

Keterangan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % Sisa (Rp)
Bawaslu Kabupaten Banyuasin 3.792.210.000 3.238.374.479 | 85.40% 553.835.521
Total 3.792.210.000 3.238.374.479 | 85.40% 553.835.521

3.4 Efisiensi Sumber Daya

Bawaslu Kabupaten Banyuasin memiliki komitmen dalam hal efisiensi

sumber daya. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa hal sebagai berikut:

a.

Terwujudnya berbagai bentuk kerjasama antara Bawaslu Kabupaten dengan
instansi terkait tanpa adanya pembebanan pada anggaran. Bentuk kerjasama
yang telah terjalin tersebut terwujud dalam Nota Kesepahaman sebagai
berikut:

Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin dengan Ketua Program Studi Magister Iimu
Administrasi Publik Sekolah Tinggi llmu Sosial dan Ilimu Politik
Candradimuka Nomor 047/SC/C.15/PKS/X/2025 dan Nomor 30.1/HK.02/K.SS-
01/10/2025 tanggal 21 Oktober 2025;

Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin dengan Ketua Program Studi Magister lImu Administrasi Publik
Sekolah Tinggi llmu Sosial dan Illmu Politik Candradimuka Nomor
023/SC/C3.MOU-DL/X/2025 dan Nomor 29.1/HK.02/K.SS-01/10/2025
tanggal 21 Oktober 2025

c. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Banyuasin dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten
Banyuasin tentang penguatan partisipatif masyarakat melalui gerakan
pramuka Nomor 28.1/HK.02.00/K.SS-01/2025 dan Nomor 204/05.09.G
tanggal 29 Desember 2025.
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3.5 Capaian Kinerja Lainnya

1.

Rintisan Saka Adhyasta Pemilu

Sebagai bagian dari upaya strategis untuk memperluas jangkauan
pengawasan partisipatif hingga ke tingkat komunitas kepemudaan, Bawaslu
Kabupaten Banyuasin menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Nota
Kesepahaman (MoU) dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten
Banyuasin melalui pembentukan dan pembinaan Rintisan Satuan Karya
(SAKA) Adhyasta. Pembentukan Rintisan SAKA Adhyasta dimaksudkan
sebagai wadah pembinaan yang terstruktur bagi anggota Gerakan Pramuka
agar dapat belajar, berlatih, dan terlibat secara aktif dalam kegiatan kepemiluan
dan pengawasan pemilu berbasis partisipatif. Nota Kesepahaman tersebut
diawali dengan audiensi antar kedua lembaga yang kemudian diikuti oleh rapat
intens membahas mengenai substansi isi draf Nota Kesepahaman hingga
akhirnya dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian
Kerja Sama. Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman, maka jajaran
Ketua dan Anggota serta Kepala Sekretariat dan beberapa staf Bawaslu
Kabupaten Banyuasin dilantik menjadi bagian dari Gerakan Pramuka pada 29
Desember 2025.

Penghargaan Yang Diterima Bawaslu Kabupaten Banyuasin

Penghargaan sebagai Badan Publik dengan Predikat “ Menuju Informatif” yang
diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia dalam Penganugerahan

Keterbukaan Informasi Badan Publik Bawaslu Tahun 2025.

Gambar 3 - 6 Penghargaan Predikat Menuju Informatif dari Bawaslu RI
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BAB IV
PENUTUP
41 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, akuntabilitas kinerja Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Banyuasin pada Tahun Anggaran 2025 dapat disimpulkan sebagai
berikut:

a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Kabupaten Banyuasin
tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat
diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata- rata indikator
sasaran sebanyak empat laporan.

b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin
tahun 2025 telah dilaksanakan secara efektif dan menunjukkan adanya efisiensi

sebesar 15%;

4.2 Rencana & Kebijakan
Arah kebijakan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin pada tahun 2025 akan
difokuskan pada:

a) Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat dalam
melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan;

b) Penguatan tata kelola keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi,
dan efisiensi;

c) Melakukan peningkatan pengelolaan arsip dan dokumen pengawasan Pemilu dan
Pemilihan;

d) Implementasi reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih,
akuntabel, kapabel, dan berorientasi pada pelayanan prima;

e) Penguatan pencegahan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa
proses;

f) Menjalin kemitraan dengan stakeholder dan masyarakat sipil dalam rangka
pengawasan partisipatif;

g) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam menjalankan tugas dan
kewenangan Bawaslu Kabupaten Banyuasin dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-
Kabupaten Banyuasin;

h) Mewujudkan keterpenuhan jumlah staf Bawaslu Kabupaten Banyuasin dan Bawaslu
Kabupaten/Kota se-Kabupaten Banyuasin baik Pejabat Struktural, maupun staf
Pelaksana Teknis dan staf pendukung untuk menunjang kinerja kesekretariatan

secara proporsional dan profesional; dan
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i) Meningkatkan kerjasama sinergis dan kolaboratif dengan berbagai
lembaga/stakeholder terkait untuk mendukung peningkatan kinerja kelembagaan
dalam menjalankan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Banyuasin dan

Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kabupaten Banyuasin.
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LAMPIRAN
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PERJANJIAN KINERJA

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum
Unit Kerja : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin
Tahun Anggaran 2025
1 Meningkatnya Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT 100%
kualitas berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten
pengawasan
penyelenggaraan Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan 100%
Pemilu/Pilkada dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian
Sengketa Proses
Bawaslu Persentase penyelesaian pelayanan dukungan 100%
Kabupaten/Kota, operasional kerja Bawaslu Provinsi,
dan Lembaga Kabupaten/Kota (pembayaran gaiji, operasional
Pengawas Pemilu | dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan
Ad-hoc daya dan Jasa) yang tepat waktu
Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian 100%

(usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun,
administrasi jabatan fungsional serta administrasi
kepegawaian lainnya) yang tepat waktu.

Persentase penyelesaian pelayanan administrasi 100%
dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu 90
Provinsi
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu 90
Provinsi
NO PROGRAM ANGGARAN (Rp)
1 Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Rp. 84.774.000,
Demokrasi
2 Program Dukungan Manajemen Rp.  3.703.305.000,-
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NO
1.

PENGUKURAN KINERJA

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum

Unit Kerja

Tahun Anggaran

SASARAN

Meningkatnya
kualitas
pengawasan
penyelenggaraa
n Pemilu/Pilkada
di Bawaslu
Provinsi,
Bawaslu
Kabupaten/Kota,
dan Lembaga
Pengawas
Pemilu Ad-hoc

: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab.Banyuasin

1 2025

INDIKATOR KINERJA

Persentase fasilitasi pengawasan
pendataan DPT berkelanjutan di
Bawaslu Provinsi

TARGET

100%

REALISASI

100%

%

100

Persentase
pembinaan/pelaksanaan
penanganan dan penindakan
pelanggaran serta Penyelesaian
Sengketa Proses

100%

100%

100

Persentase penyelesaian
pelayanan dukungan operasional
kerja Bawaslu Provinsi,
Kabupaten/Kota (pembayaran
gaji, operasional dan
pemeliharaan perkantoran, serta
langganan daya dan Jasa) yang
tepat waktu

100%

100%

100

Persentase pengelolaan
administrasi kepegawaian (usul
kenaikan pangkat, KGB, pensiun,
administrasi jabatan fungsional
serta administrasi kepegawaian
lainnya) yang tepat waktu.

100%

100%

100

Persentase penyelesaian
pelayanan administrasi dan tugas
teknis lainnya Bawaslu Provinsi

100%

100%

100

Nilai Kinerja Perencanaan
Anggaran Bawaslu Provinsi

90

85,43

85,43

Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran Bawaslu Provinsi

RATA CAPAIAN KINERJA
(% Sasaran Strategis)/1

90

93,43
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Penyelenggaraan Pemilu dalam . . 18.287.400
Proses
Konsolidasi Demokrasi
2. Dukungan Manajemen 3.771.917.000 3.220.087.079 85.37
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